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Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis penerapan hukum korban tindak pidana KDRT di Kabupaten Sidrap. (2) Mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana KDRT di Kabupaten Sidrap.	 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif Empiris yaitu penelititian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana hukum yang ada diterapkan serta bagaimana hukum tersebut mengatur tindakan pemalsuan identitas, dan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti wawancara yang berhubungan dengan judul skripsi penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum korban KDRT sesuai dengan UU PKDRT memberikan perlindungan kepada korban fisik, psikis, dan hukum. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kendala yang disebabkan oleh pendekatan kekeluargaan, rendahnya pemahaman dari pihak korban, serta rendahnya kepekaan aparat hukum terhadap aspek kemanusiaan.(2) Penanggulangan KDRT melibatkan berbagai pihak dan strategi, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum, serta pemulihan dan pendampingan bagi korban. Pemerintah daerah, lemabaga swadaya masyarakat, dan masyarakat berperan aktif dalam upaya ini. Rekomendasi penelitian: (1) Korban perlu lebih sadar akan hak hukumnya dan didukung dengan pendidikan serta pendampingan psikologis agar berani melapor. Aparat penegak hukum, terutama polisi, harus diperkuat melalui pelatihan agar lebih peka terhadap kemanusiaan dan trauma korban serta mengutamakan keadilan hukum daripada penyelesaian kekeluargaan. (2) Pemerintah dan aparat hukum seharusnya menangani KDRT secara komprehensif dengan menindak pelaku dan memprioritaskan pemulihan psikologis korban melalui pemulihan dan pendampingan. Pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat yang aktif diperlukan untuk meningkatkan empati, memahami trauma korban, dan menghindari penyelesaian kekeluargaan yang merugikan korban.
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Abstract:
This research aims to: (1) Identify and analyze the application of the law for victims of domestic violence in Sidrap Regency. (2) Identify and analyze efforts to prevent the occurrence of domestic violence in Sidrap Regency.This research uses the Empirical Normative legal research method, namely this research aims to evaluate and understand how existing laws are applied and how these laws regulate acts of identity falsification, and the existence of field data as the main data source such as interviews related to the author's thesis title. The results of this study indicate that: (1) The implementation of the law for victims of domestic violence in accordance with the PKDRT Law provides protection to victims physically, psychologically, and legally. However, in practice, there are still obstacles caused by a family approach, low understanding from the victims, and low sensitivity of law enforcement officers to humanitarian aspects. (2) Handling domestic violence involves various parties and strategies, including increasing public awareness, law enforcement, and recovery and assistance for victims. Local governments, non-governmental organizations, and the community play an active role in this effort. Research recommendations: (1) Victims need to be more aware of their legal rights and supported with education and psychological assistance so they have the courage to report. Law enforcement officers, especially the police, must be strengthened through training to be more sensitive to the humanity and trauma of victims and prioritize legal justice over family resolution. (2) The government and law enforcement officers should handle domestic violence comprehensively by prosecuting perpetrators and prioritizing the psychological recovery of victims through rehabilitation and assistance. Local governments, non-governmental organizations, and active communities are needed to increase empathy, understand the trauma of victims, and avoid family resolutions that are detrimental to victims.
Keywords: Legal Protection, Criminal Acts, Domestic Violence.

A. PENDAHULUAN
Ketika berbicara tentang kekerasan, terutama kejahatan yang melibatkan kekerasan, kekerasan situasi ​​perempuan wanita dan anak - anak menjadi sorotan terungkap. Kekerasan adalah salah satu isu serius yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Kekerasan yang melanggar hak seseorang dapat menyebabkan kerugian atau bahkan mengancam keselamatan jiwa. Perempuan dan anak-anak seringkali menjadi korban utama kekerasan ini. Pendidikan, pelatihan, perlindungan, perawatan, dan bimbingan yang memadai diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dan merencanakan masa depan mereka dalam masyarakat, negara bagian, dan negara. Mereka juga merupakan generasi penerus pewaris masyarakat. Dukungan dari berbagai sumber internal dan eksternal sangat penting dalam situasi ini.
Terutama dalam kasus KDRT, kekerasan merupakan bentuk tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia dan untuk domestikbentuk prasangka terhadap martabat Penyalahgunaan, kekerasan merupakan bentuk tindakan kriminal yang melanggar hak asasi manusia dan merupakan bentuk prasangka terhadap martabat pribadi. Meskipun ada pengampunan, kekerasan dalam bentuk apa pun tetap salah dan tidak dapat dimaafkan. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan, sekecil apapun, dapat dianggap sebagai kejahatan dan dapat dikenakan sanksi hukum. Segala tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, seksual, atau penentaran rumah tangga terhadap seseorang, terutama wanita, disebut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Kekerasan dalam rumah tangga masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Kesejahteraan wanita dan anak-anak dapat terpengaruh oleh berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga, terutama jika kekerasan tersebut menargetkan mereka. Perempuan dan anak-anak sangat terdampak oleh berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga. Hukum dan kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA ).
Karena korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali berada dalam situasi rentan, sangat penting bagi mereka untuk memperoleh perlindungan hukum .Di Indonesia, terdapat sejumlah peraturan-undangan yang mengatur perlindungan hukum, antara lain Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 , serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun demikian, masih banyak pelanggaran dan kejahatan yang terjadi, termasuk kejahatan terhadap jiwa dan tubuh, serta berbagai bentuk kekerasan di masyarakat. Salah satu isu yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan (istri) dan anak-anak dalam konteks rumah tangga.
Hak – hak manusia akibat kekerasan dalam rumah tangga, yang membutuhkan ini perlu ditangani. Terdapat berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, anatara lain kekerasan fisik (pemukulan, ciuman, dan tarikan rambut), pelecehan seksual (kehamilan, penipuan, eksploitasi seksual , perpisahan seksual , perdagangan perempuan dan anak, penyembunyian seksual, dan aborsi), kekerasan psikologis (seperti ancaman , intimidasi, dan pengucilan), dan kekerasan ekonomi (seperti melarang orang bekerja dan memanfaatkan hasil kerja mereka). Meskipun kekerasan ini dapat memengaruhi siapa saja dalam rumah tangga , perempuan dan anak- anak khususnya berisiko. Kekerasan ini sering terjadi dalam rumah tangga sering kali rahasia ​isu terselubung yang sangat sulit diungkapkan.
Pemerintah dan masyarakat luas bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak.  Membangun lingkungan yang aman dan mendukung untuk wanita dan anak-anak bergantung pada peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya melindungi mereka. Dalam berbagai hubungan antar manusia, seperti keluarga, relasi personal, lingkungan kerja, dan interaksi sosial masyarakat, perempuan sering menjadi korban kekerasan. Bentuk kekerasan tersebut dapat terjadi baik dalam keadaan damai maupun dalam situasi konflik bersenjata. Isu masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir - akhir ini banyak mendapat perhatian. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus kekerasan yang diberitakan di berbagai daerah, baik terhadap anak maupun perempuan. Di Indonesia, berdasarkan informasi yang diperoleh dari media, penelitian lain yang dilakukan lebih sering di Indonesia juga telah mengungkap meningkatnya cakupan, sifat, tingkat keparahan, dan derajat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak didasarkan pada keyakinan bahwa mereka memiliki hak asasi yang setara dengan individu lainnya dan memerlukan perlindungan yang khusus. Perlindungan sangatlah penting karena perempuan dan wanita dan anak-anak- anak sangat rentan dan memerlukan perawatan ekstra.
Salah satu contoh kasus pelaku KDRT di Kabupaten Sidrap di wilayah Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae. Terduga pelaku adalah lelaki inisial AR 26 tahun suami korban nekat menganiaya istrinya sendiri berinisial IR 18 tahun. Terduga pelaku diamankan saat bersembunyi di rumah kerabatnya di Jalan Andi Cammi, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Sidrap. Adapun kronologisnya kejadian yaitu terduga pelaku yang merupakan suami korban, memukul pada bagian wajah dan kepala korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan dan menyebabkan luka lebam pada bagian bawah mata sebelah kiri. Kini korban menderita sejumlah luka lebam dan memar dan sudah diperiksa di RS Nemal untuk di visum.
B. METODE
[bookmark: _Toc189557138][bookmark: _Toc189557977][bookmark: _Toc193410121][bookmark: _Toc196348866][bookmark: _Toc196349025][bookmark: _Toc200927767][bookmark: _Toc201323687]Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum normatf (normative law research). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang ada dalam sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, serta menganalisis aturan-aturan hukum yang bersifat preskriptif, baik itu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, maupun sumber hukum lainnya yang relevan.
C. PEMBAHASAN
1. Bentuk dan Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidrap.
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan hukum sekaligus persoalan sosial yang terjadi dalam ruang domestik, yaitu ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap anggota keluarga. Dalam konteks Kabupaten Sidrap, kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat hanya dipahami sebagai pertengkaran biasa antara suami dan istri, melainkan sebagai tindakan yang melanggar martabat kemanusiaan, merugikan korban, serta menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa KDRT merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapuskan. Undang-undang tersebut juga masih berstatus berlaku dan menjadi dasar hukum utama dalam penanganan perkara KDRT di Indonesia. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat dapat muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada tubuh korban. Bentuk ini biasanya paling mudah dikenali karena meninggalkan bekas secara nyata, seperti memar, luka, atau cedera. Kedua, kekerasan psikis, yaitu tindakan yang menyerang mental dan perasaan korban, misalnya penghinaan, ancaman, bentakan, perendahan martabat, pembatasan pergaulan, atau intimidasi yang membuat korban merasa takut dan tidak berdaya. Ketiga, kekerasan seksual, yaitu tindakan pemaksaan hubungan seksual atau perlakuan seksual yang merendahkan korban dalam lingkup rumah tangga. Keempat, penelantaran rumah tangga, yaitu tindakan tidak memenuhi kebutuhan hidup, perawatan, atau nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab dalam keluarga. Dengan demikian, KDRT tidak selalu berbentuk pemukulan, tetapi juga dapat berupa tekanan batin, pemaksaan seksual, dan pengabaian ekonomi.
Dalam realitas sosial di Kabupaten Sidrap, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga. Relasi yang tidak seimbang antara suami dan istri sering kali membuat salah satu pihak, terutama perempuan, berada dalam posisi yang lebih lemah. Ketergantungan ekonomi, rendahnya posisi tawar dalam rumah tangga, serta anggapan bahwa suami memiliki kuasa penuh dalam keluarga dapat menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya kekerasan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender masih banyak terjadi dalam ranah personal dan berakar pada ketimpangan relasi kuasa yang bersifat struktural. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa ranah personal, termasuk rumah tangga dan relasi intim, masih menjadi ruang paling rentan bagi perempuan. 
Selain faktor relasi kuasa, budaya patriarki juga menjadi salah satu penyebab penting terjadinya KDRT. Dalam masyarakat yang masih memegang kuat pandangan bahwa laki-laki adalah pemegang otoritas utama dalam keluarga, tindakan kekerasan sering kali dianggap sebagai urusan pribadi atau bentuk “pendisiplinan” terhadap pasangan. Pandangan semacam ini menyebabkan korban enggan melapor karena takut dianggap membuka aib keluarga. Akibatnya, kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga sering tersembunyi, berulang, dan baru terungkap setelah korban mengalami penderitaan yang berat. Inilah yang membuat KDRT menjadi persoalan yang kompleks, karena korban tidak hanya berhadapan dengan pelaku, tetapi juga dengan tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitarnya.
Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kesulitan ekonomi, pengangguran, beban kebutuhan keluarga, atau ketergantungan korban terhadap pelaku dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Dalam beberapa keadaan, korban yang tidak memiliki kemandirian ekonomi cenderung bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan karena merasa tidak memiliki pilihan lain. Korban dapat takut kehilangan tempat tinggal, nafkah, atau dukungan keluarga apabila melaporkan pelaku. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban KDRT tidak cukup hanya dilakukan melalui proses hukum, tetapi juga harus diikuti dengan dukungan sosial, psikologis, dan ekonomi agar korban memiliki keberanian serta kemampuan untuk keluar dari situasi kekerasan.
Faktor lain yang turut mendorong terjadinya KDRT adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Masih terdapat pandangan bahwa persoalan rumah tangga tidak pantas dibawa ke ranah hukum, sehingga korban memilih diam atau menyelesaikan masalah secara kekeluargaan meskipun kekerasan telah terjadi berulang kali. Padahal, UU Penghapusan KDRT telah memberikan dasar hukum bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar persoalan privat, melainkan perbuatan pidana yang dapat diproses secara hukum. Pemerintah juga telah mengembangkan SIMFONI PPA sebagai sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diakses oleh unit layanan dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota secara real time dan akurat. 
Dengan demikian, bentuk dan faktor penyebab KDRT di Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh hubungan antara norma sosial, kondisi ekonomi, budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa, serta rendahnya keberanian korban untuk melapor. KDRT perlu dilihat sebagai persoalan sosio-yuridis karena di satu sisi telah diatur secara tegas dalam hukum positif, tetapi di sisi lain masih dipengaruhi oleh realitas sosial masyarakat yang sering kali menempatkan korban dalam posisi lemah. Oleh sebab itu, penanganan KDRT di Kabupaten Sidrap harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan menindak pelaku, tetapi juga dengan membangun kesadaran hukum masyarakat, memperkuat perlindungan korban, serta mengubah cara pandang bahwa rumah tangga bukanlah ruang bebas dari pertanggungjawaban hukum.

2. Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidrap. 
Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sidrap tidak hanya dapat diukur dari ada atau tidaknya aturan hukum, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut benar-benar mampu memberikan rasa aman, akses keadilan, pendampingan, serta pemulihan bagi korban. Secara normatif, perlindungan terhadap korban KDRT telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Materi pokok undang-undang ini juga mencakup larangan KDRT, hak-hak korban, kewajiban pemerintah dan masyarakat, perlindungan, pemulihan korban, hingga ketentuan pidana. 
Dalam konteks Kabupaten Sidrap, perlindungan hukum terhadap korban KDRT telah memiliki dukungan kelembagaan melalui adanya aturan daerah, yaitu Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Tindak Kekerasan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang. Keberadaan aturan ini menunjukkan bahwa secara yuridis Pemerintah Kabupaten Sidrap telah memiliki dasar operasional dalam menangani korban kekerasan, termasuk korban KDRT. Peraturan tersebut penting karena perlindungan korban tidak cukup hanya berhenti pada proses pelaporan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga harus mencakup pelayanan terpadu, pendampingan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban. 
Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak dapat hanya dilihat dari ketersediaan norma hukum. Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban KDRT sangat bergantung pada keberanian korban untuk melapor, respons aparat penegak hukum, ketersediaan layanan pendampingan, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Banyak korban KDRT berada dalam posisi yang sulit karena pelaku sering kali merupakan orang terdekat, bahkan pihak yang secara ekonomi menjadi penopang keluarga. Kondisi ini membuat korban sering mengalami dilema antara mencari keadilan atau mempertahankan keutuhan rumah tangga. Akibatnya, sebagian korban memilih diam, mencabut laporan, atau menyelesaikan perkara secara kekeluargaan meskipun kekerasan telah terjadi secara berulang.
Perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Kabupaten Sidrap dapat dikatakan efektif apabila korban memperoleh perlindungan sejak tahap awal, yaitu sejak pengaduan, pemeriksaan, pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, perlindungan psikologis, hingga pemulihan sosial. Dalam kerangka layanan perlindungan perempuan dan anak, UPTD PPA memiliki tugas memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Fungsi layanan tersebut mencakup pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, serta pendampingan korban. 
Dari aspek kelembagaan, efektivitas perlindungan juga sangat ditentukan oleh koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, serta lembaga bantuan hukum. Korban KDRT tidak hanya membutuhkan proses pidana terhadap pelaku, tetapi juga membutuhkan rasa aman selama proses hukum berjalan. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus dipahami secara luas, bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan juga memastikan korban tidak mengalami kekerasan lanjutan, intimidasi, tekanan keluarga, atau reviktimisasi. KemenPPPA juga menegaskan bahwa UPTD PPA diharapkan menjadi layanan terpadu atau one stop services agar korban tidak harus berpindah-pindah layanan yang berpotensi memperburuk kondisi psikologis korban. 
Hambatan utama dalam efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Kabupaten Sidrap terletak pada faktor sosial dan budaya masyarakat. KDRT masih sering dipandang sebagai persoalan privat keluarga, sehingga korban merasa malu atau takut apabila membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Pandangan bahwa membuka kasus KDRT sama dengan membuka aib rumah tangga menyebabkan korban lebih sering memilih bertahan dalam hubungan yang tidak aman. Selain itu, tekanan dari keluarga besar, kekhawatiran terhadap masa depan anak, serta ketergantungan ekonomi kepada pelaku menjadi alasan lain mengapa korban sulit menempuh jalur hukum secara konsisten.
Selain hambatan sosial, terdapat pula hambatan struktural dalam perlindungan korban, seperti keterbatasan akses korban terhadap bantuan hukum, layanan psikologis, rumah aman, serta pendampingan berkelanjutan. Dalam perkara KDRT, korban sering kali membutuhkan perlindungan cepat karena ancaman kekerasan dapat berulang setelah pelaku mengetahui adanya laporan. Apabila layanan perlindungan tidak cepat, tidak responsif, atau tidak mudah diakses, maka keberadaan hukum menjadi kurang efektif. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada isi undang-undang, tetapi juga pada kecepatan dan keseriusan lembaga terkait dalam merespons laporan korban.
Dalam perkembangan terbaru, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA memperkuat mandat layanan perlindungan korban di daerah. UPTD PPA provinsi dan kabupaten/kota memiliki tugas menerima laporan atau melakukan penjangkauan korban, memberikan informasi hak korban, memfasilitasi layanan kesehatan, penguatan psikologis, rehabilitasi sosial, layanan hukum, identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi, penampungan sementara, serta pemantauan pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan korban idealnya dilakukan secara terpadu dan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. 
Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Kabupaten Sidrap secara normatif telah memiliki dasar yang cukup kuat, baik melalui UU Penghapusan KDRT maupun aturan daerah terkait pelayanan terpadu bagi korban kekerasan. Akan tetapi, efektivitasnya masih sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Apabila korban masih takut melapor, aparat belum responsif, layanan pendampingan belum optimal, dan masyarakat masih menganggap KDRT sebagai urusan privat, maka perlindungan hukum belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif. Oleh sebab itu, perlindungan korban KDRT di Kabupaten Sidrap perlu diperkuat melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pendampingan korban secara berkelanjutan, penguatan kelembagaan layanan perempuan dan anak, serta koordinasi yang lebih aktif antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Pada akhirnya, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak hanya diukur dari adanya putusan pidana terhadap pelaku, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum untuk memulihkan korban dan mencegah kekerasan berulang. Hukum harus hadir bukan hanya setelah korban mengalami luka, tetapi sejak munculnya ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan sosio-yuridis, perlindungan hukum di Kabupaten Sidrap perlu diarahkan pada dua tujuan utama, yaitu menegakkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dan memastikan korban memperoleh perlindungan, pemulihan, serta keberanian untuk kembali menjalani hidup secara aman dan bermartabat.

D. KESIMPULAN
Berdasarkan dua sub pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sidrap merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan tindakan pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan relasi kuasa dalam keluarga. Bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga yang berdampak serius terhadap kondisi korban. Meskipun secara yuridis perlindungan terhadap korban KDRT telah diatur melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta didukung oleh keberadaan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti korban yang enggan melapor, tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, serta pandangan masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai urusan privat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Kabupaten Sidrap perlu diperkuat tidak hanya melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui pendampingan korban, pemulihan psikologis, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan koordinasi yang lebih optimal antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak.
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